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BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR Ft TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR fSOP) ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

LEBONG 

Menimbang 

•. 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Opcrasional Prosedur (SOP) di 
lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten dan kota, 
Selanjutnya perlu menetapkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong. 

b. bah,wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Lebong. 

l. Undang- Undang Nomor 9 TahWl 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 TahWl 1999 tentang 
Penyelengggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia TahWl 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan .Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 52 Tahun 201 1 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP} di 
lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
704); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Oaerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2016 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYUSUNAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOPJ ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEH LEBONO 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pua} 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lebong. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 



..... , 

4. Selcretataris Daerah adalah $ela-etaris Daerah kabupaten Lebong. 

5. Organisasi Perapgkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan 

Kerja Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah kabupat:en lebong. 

6. Unit kerja adalah Unit Kerja dari level t:ertinggi sampai level terendah pada OPD 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala OPD. 

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
/ 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus 

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

8. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lebong 

BABB 
MAKSUD DAN TUJUAlf 

PASAL 2 

(1) Pedoman penyusunan SOP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi OPD/Unit 
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, 
menyusun, memonitor, mengevaluasi, serta mengembangkan SOP dalam 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

(2) Pedoman penyusunan SOP ini bertujuan untuk: 
a. Membantu setiap OPD/Unit kerja dalam penyusunan SOP. 
b. Menyempurnakan proses penyelengaraan pemerintah. 
c. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
d. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelengggaraan pemerintahan. 
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

BABm 
MANFAAT 

PuaJ. 3 

(1) Sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, 
memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

(2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kclalaian yang mungkin diJakukan soorang 
pegawai dalam melaksanakan tugas. 

(3) Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab individual pegawai dalam organisasi secara keseluruhan. 

(4) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dan aspek mutu,waktu 
dan prosedur. 
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BAB JV 
RUANG LINGKUP 

Pa81114 

Ruang Iingkup pedornan penyusunan SOP llU adalah seluruh proses 
penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemberian pelayanan internal maupun 
ekstemal yang dilaksanakan oleh OPD / Unit Kerja Pemerinah Daerah. 

BAB V 
PRINSIP-PRINSIP SOP 

PaaalS 

(1) Prinsip SOP terdiri atas: 
a. Prinsip penyusunan SOP 
b. Prinsip pelaksanaan SOP 

(2) Prinsip penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurup a 
sebagai berikut : 
a. Kemudahan dan kejelasan yaitu prosedur yang distandarkan harus 

mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai. 
b. Efisiensi dan efektifitas yaitu prosedur yang distandarkan harus 

merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaan 
tugas. 

c. Keselarasan yaitu prosedur yang distandarkan harus sclaras dengan 
prosedur-prosedur standar lain yang terkait. 

d. Keterukuran yaitu output dari prosedur yang distandarkan 
mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur 
pencapaian keberhasilannya. 

e. Dinamis yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan. 

f. Berorientasi pada pengguna yaitu prosedur yang disatandarkan harus 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna. 

g. Kepatuhan hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi 
ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. 

h . Kepastian hukum yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan 
oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, 
dilaksanakan, dan menjadi instrument untuk melindungi pegawai dari 
kemungkinan tuntutan hukum. 

(3) Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b 
sebagai berikut : 
a. Konsisten yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke 

waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran 
organisasi pemerintah. 

b. Komitmen yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari 
seluruh jajaran organisasi dari jenjang yang paling rendah sampai 
dengan yang tertinggi. 

c. Perbaikan kelanjutan yaitu harus terbuka terhadap penyempumaan -
penyempumaan untuk memperoleh prosedur yang efesien dan efektif. 

d. Mengikat yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugas 
nya yang sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. 
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e. Seluruh unsur memiliki peran penting yaitu seluruh pegawai memiliki 

peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang di standarkan. dan 
f. Terkodumentasi dangan baik yaitu seluruh prosedur yang telah di 

standarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu 
dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan. 

BAB VI 
JENJS DAif FORMAT SOP 

Paaal6 

(I) Prinsip SOP terdiri dari: 
a. SOP Teknis. 
b. SOP Administrasi. 

(2) SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalah SOP yang 
sangat rinci dan bersifat teknis, dimana setiap prosedur diuraikan dengan 
sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. 

(3) SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: 
a. Pelaksana prosedur (aktor) bersifat tunggal yaitu satu orang atau satu 

kesatuan kerja. 
b. Berisi cara melakukan pekerjaan atau langkah rinci pelaksanaan 

pekerjaan. 

'· 
(4) SOP Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah SOP 

yang diperuntukkan bagi jenis pekerjaan yang bersifat administratif. 

(5) Penyusunan SOP harus rnemperhatikan format SOP, sehingga 
mempermudah pengorganisasiannya dan memudahkan bagi para pengguna 
dalam memahami isi SOP. 

(6) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Paaal 7 

(1) Faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan 
SOP adalah: 
a . Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu 

prosedur. 
b. Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, 

(2) Format SOP dapat berbentuk: 
a. Langkah sederhana (simple step) . 
b. Tahapan berurutan (hierarchical steps) 
c. Grafik (graphicj,dan 
d. Diagram alir (flowcharts) 



,J 
(3) Format langkah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

digunakan jika prosedur yang akan disusun memuat sedikit kegiatan dan 
memerlukan sedikit keputusan. 

(4) Format tahapan berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
digunakan jika prosedur yang disusun· panjang, lebih dari sepuluh langkah 
membutuhkan informasi lebih detail dan memerlukan sedikit keputusan. 

(5) Format grafi.k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan jika 
prosedur yang disusun jika memerlukan banyak kegiatan yang panjang dan 
spesifik. 

(6) Format diagram alir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan 
yang banyak dengan jawabannya atau tidak. 

Syarat SOP meliputi : 

BAB VII 
SYARAT 
Paaal8 

a. Menghasilkan paling sedikit l (satu) output tertentu 
b. Mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi. 
c. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Memperhatikan SOP lainnya yang di baku.kan. dan 
e. Memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP. 

( l) Siklus SOP meliputi : 
a. Persiapan. 
b. Penilaian kebutuhan. 
c. Penyusunan. 
d. Penerapan. dan 
e. Monitoring dan evaluasi. 

BABVID 
SIKLUSSOP 

Paaal 9 

(2) Uraian siklus SOP, format, cara pengisian serta contoh SOP sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
PENGESAHAN 

Paaal 10 

(1) SOP di lingkungan OPD/Unit kerja disahkan oleh kepala OPD/Unit kerja 
dan ditet.apkan dengan keputusan kepala OPD/Unit kerja. 

(2) SOP di lingkungan UPT disahkan dengan keputusan kepala UPT. 



I ..... ·--·;;;-;OP lintas bagian di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh 
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. 

(4) SOP di lingkungan Sekretariat Dewan disahkan oleh Sekretaris Dewan dan 
ditetapkan den_gan Keputusan Sekretaris Dewan. 

(5) SOP lintas OPD disahkan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BABX 
MONITORING, EVALUASJ, PENGEMBAlfGAN DAN PENGAWASAN 

Paul 11 

(1) Kepala OPD/Unit kerja wajib melakukan monitoring, evaluasi dan 
pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP. 

(2) Kepala OPD/Unit kerja dapat melakukan pengembangan SOP Sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

paaal 12 

(1) Dalam rangka efisiensi dan cvektivitas atas pclaksanaan SOP, dilakukan 
evaluasi secara berkala paling sedik.it I (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh bagian 
Organisai dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong/Unit 
kerja yang berwenang melakukan evaluasi SOP di lingkungan Pemerintah 
Daerah atau Lembaga Jndependen yang diminta bantuannya oleh 
Pemerintah Daerah. 

BABXI 
LAPORAN 
Paw 13 

Setiap hasil penyusunan SOP pada OPD/Unit Kerja dilaporkan kepada Bupati 
melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lebong sebagai unit kerja yang berwenang melakukan evaluasi SOP di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAJII 

Pawl4 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lebong dinyatakan di eabut dan tidak bedaku. 
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BABXID 
PENUTUP 
Pasal 15 

Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lcbong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal :-3 "'.14rr,2018 

1,-- BUPATI LEBONG, ~ • 

"lol ·•c:3 

't.H. RO ONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal J8 Mart.i. 2018 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEl'f LEBONG, 

,. <· 
I 

H.MJRWAN EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEl'f LEBONG TAHUN 2018 NOMOR tl, 
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Tahapan Penyusunan SOP meliputi : 
l. Persiapan 

Lampiran I Peraturan Bupati Lebong 
Nomor / {, Tahun 2018 
Tanggal ~8 M,uu; 2018 

A. Membentuk Tim dan kelengkapannya. 
I) Tim terdiri dari sekurang-kurannya; 

a. Ketua: Sekretaris Komponen 
b. Koordinator masing-masing OPD 
c. Sekretaris: Kepala bagian Perencanaan atau Kcpala bagian 

urnum;dan 
d. Anggota: Pejabat yang Membidangi SOP, Pejabat eselon III dan N 

serta Staf 
2) Togas antara lain: 

a . melakukan identifikasi kebutuhan SOP; 
b . mengurnpulkan data dan informasi 
c . melakukan analisis prosedur; 
d. mengkoordinasikan penyusunan SOP; 
e. mengkoordinasikan uji coba SOP; 
f. melakukan sosialissi SOP; 
g. mengawal pelaksanaan SOP; 
h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP; 
i. melak:ukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempumaan SOP; 

dan 
j . melakukan hasil-hasil Pengembangan SOP. 

3) Kewenangan Tim antara lain: 
a . memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain; 
b. melakukan review dan pengujian; 
c . melakukan analisis dan menyeleksi berbagai altematif prosedur 

yang akan distandarkan; 
d. penyusunan SOP; 
e. mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota TIM 

untuk direview. 
B. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim. 
C. Seluruh anggota TIM harus memperoleh pembekalan yang cukup 

tentang penyusunan SOP agar TIM deapat bekerja dengan bail< dan 
menghasilkan output yang diharapkan. 

D. TIM menginformasikan kepada seluruh OPD tentang Kegiatan 
penyusunan SOP. 

2. Identifikasi Kebutuhan SOP 
a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi 

kebutuhan SOP: 
1) prosedur kerja yang mengacu pada Susunan Organisasi Tata Kerja 

(SOTK), tugas dan fungsi satuan unit kerja; 
2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota 

organisasi; 
3) aktivitas yang dikerjakan secara rutin dan/berulang-ulang; 



4) prosedur kerja yang akan di SOPkan mempunyai tahapan kerja yang 
jelas; clan 

5) mempunyai output yangjelas. 

b. ldentilikasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan: 
l ) Kondisi internal organisasi ( Lingkungan Operasional); 
2) Peraturan perundang-undangan; 
3) Kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan 
4) Kejelasan proses identifikasi kebutuhan. 

c. Basil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi iventarisasi judul 
SOP. 

3. Analisis Kebutuhan SOP 
Hal-ha! yang perlu diperhatikan: 
a. prosedur kerja harus sederhana 
b. pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi 

pekerjaan; 
c. prosedur yang lleksibel; 
d. pembagian tugas yang tepat; 
e. pengawasan terus-menerus dilakukan; 
f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya; dan 
g. tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan. 

Setelah dilakukannya analisis kebutuhan SOP maka akan menghasilkan 
nama dan kode nomor SOP. Vntuk membantu penyusunan nama dan kode 
nomor SOP dapat digunakan tabel sebagaimana contoh di bawah ini: 

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDVR 

NO JUDULSOP NOMORSOP 

4. Penulisan SOP. 
Penulisan SOP dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan 
berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan laiteria mengacu 
kepada format SOP dengan memperhatikan SOP dengan memperhatikan 
aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan sehingga dapat 
menghasilkan sebuah SOP yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. 

5. Verifikasi dan ujicoba SOP 
Rancangan SOP yang telah disusun perrlu dilakukan veriftkasi atau ujicoba 
untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP 
Jainnya. Rancangan SOP yang sudah diverifikasi tersebut dilakil<an ujicoba 
secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat 
sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalam 
pelaaksanaannya. 



6. ~lakl!imaan 

a Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan 
perencanaan pelaksanaan yang meliputi: 
I) Pen eta pan jadwal sos.ialisasi; 
2) Penetapam pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan 
3) Penyiapan SOP yang akan disosialisasikan. 

b. Beberpa ha! yang harus diketahui Tim penyusun SOP: 
I) jumlah SOP yang akan diterapkan; 
2) siapa yang menjadi target pelaksanaan; 
3) informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan 
4) cara memantau pelaksanaan. 

7. Sosialisasi 
Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam 
upaya penerapan SOP disetiap unit kerja, dengan cara: 
a. Penyebarluasan informasi dan/ atau pemberitahuan; 
b. Pendistribusian SOP;dan 
c. Penetapan pegawai pelaksana, penanggungjawab dan pemantau sesuai 

dengan tugas dan fungsi masin-masing. 

8. Pelati.han pemahaman 
Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, 
pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar SOP 
dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 

9. Monitoring dan Evaluasi 
'· 

a. Monitoring 
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja 
pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam 
SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, 
dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses 
monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dengan 
pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengaraha dan pelaksanaan. 

b. Evaluasi 
Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian 
proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dilakukan dalam bentuk 
SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi 
substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada 
penyempumaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan 
sejauhmana diperlukan SOP yang baru. 

Ditetapkan di Tubei 
pad a tanggal .i8 /lllan:e 2018 

1-- BUPATI LEBONG, ~ 16'/ 
/61, . /6 
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Lampiran n Peraturan Bupati Lebong 

'--· 

Nomor J {, Tahun 2018 
Tanggal ~8 Marei2018 

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

1 Hal aman ,u . du! 

I ldentitas instansi 
PEMERINTAHAN DAERAH 

OPD 

Judul sop dari 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
identi6kasi 
kebutuhan 

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT 
KEWAR 

2. Informasi prosedur yang aican diStandarkan 

Logo 

Pemerintah ' ORGANISASI 

Nomor Standar 

Operasional 
............ .......... 

Daerah PEMERINTAH DAERAH Prosedur 

Tgl Pembuatan ........................ 

Tgl Revisi ......................... 

Tgl Pengesahan ......................... 

Disahkan Oleh ......................... 

Nama Standar 

Operasional .......................... 
Posedur 

DasarHukum Kualilikasi Pelaksana 
1. ··············· 
2. . .............. 
Keterkaitan Peralatan/PerJeng1<anan 

1. ............................. 
........... ......... 2. . ............................ 
Pcrin=tam Pencatatan dan Pendataan 
1. ............... 
2 . ............... 

I 



,---·--- --·-.------------------------
• Cara pengisian 

(1) Nomor Standar Operasional 
Prosedur 

(2) Tanggal Pembuatan 

(3) Tanggal Revisi 

(4) Tanggal Pengesahan 

(5) Disahkan Oleh 

(6) Nama Standar Operasional 
Prosedur 

(7) DasarHukum 

(8) Kualifikasi Pelaksana 

(9) Keterkaitan 

(10) Peralatan/Perlengkapan 

( I 1) Peringatan 

(12) Pencatatan dan pendataan 

'--· 

(13) Uraian Prosedur 

(14) Pelak$ana 

(15) Kelengkapan 

(16) Waktu 

(17) Output 

(18) Pengesahan 

Diisi dengan nomor Standar Operasional Prosedur, 
yaitu (No Komponen, Unit Kerja, Bagµm, Nomor 
Standar "'-•asional Prosed"" 
Diisi dengan tanggal pengesahan Standar 
·· · onal orosedur 
Diiisi dengan tanggal Standar Operasional prosedur 
di revisi 
Diisi dengan tanggal tanggal mulai berlaku 

Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang 
meno:esahkan 
Diisi dengan nama prosedur yang akan 
distandarkan 

Diisi dengan peraturan perundang uodangan yang 
menjadi dasar disusuonya Standar Operasional 
Prosedur 
Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasj 
pegawai yang dibutuhkan daJam melaksanakan 
n,,rannva =da orosedur lain van2 distandarkan 
Diisi dengan penjelasan mengenai keterl<aitan 
prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain 
•=na distandarkan 
Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peratan 
dan ,v,.rlen . vane dibutuhkan 
Diisi dengan: 
- Penjelasan mengenai kemungkinan-

kemungkinan risiko yang akan timbul ketika 
prosedur dilaksan•kan atau tidal< dilaksanakan 

• Peringatan memberikan indikasi berbagai 
permasalahan yang mungkin muncul dan 
berada diluar kendali pelaksana ketika prosedur 
dil•ksan'lkan dan berbagai dampak yang 
mungkin ditirnbulkan 

- Dalam ha! ini, dijelaskan pula sc-hagaimana 
cara ment'latasin•-

Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal 
yang perlu didata, dicata atau di paraf oleh setiap 
pegawai yang berperan dalarn pelaksanaan 
orosedur van2 akan distandarkan 
Langkah kef>Stan secara rinci dan sistematis dari 
orosedur van., distandarkan 
Diiisi dengan jabatan yang melakukan suatu 
nroses I aktivitas 
Diisi dengan penjelasan mengenai daftar 
~alatandan ~ten van" dibutuhkan 
Diisi dengan Jama waktu yang dibutuhlcan da1am 
melakukan suatu oroses ·- · 

Diisi dengan Hasil/keluaran dari suaru 
oroses/k,..,;•tan 
Diisi dengim nama dan tandatangi,n kepala OPD 



..-- ..... 
-· 

3 Uraian Prosedur 
Pelaksana MuruBaku 

Uraian Prosedur Pclaks Pelaks Pelaks Petsy Waktu Output Ket 
I 2 3 r/KU{ -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Cara pengisian 

(1) Uraian Prosedur Oiisi dengan Proses sejak dari kcfµitan mulai dilakukan 
sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan untuk 
setiap STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi kegiatan masin-masing unit organisai 
Vanll bersanolmtan. 

(2) Pclaksana Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai 
dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah 

·onal umum/stafl. 
(3) MutuBaku Diisi dengan persyaratan dan kelengj<apan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan lccgiatan dan output pada setiap 
aktivitas ua~n dilakukan. 

4. Simbol-sin\bol: 
Penyusunan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya akan 
mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan a1iran 
aktivitas dan kegiatan masing-masing unit organisasi. 



·~ .. ··~ ~" ~•- ,:o,r1ntt!l1Jilllr"1'1l"k!iliill:!i!lgg&liillillll0QilfflAAIIIIIIT'i "l&lllml'ful!!, "'"'8K-Ul!'ln111ml!!~r"'llte!!li'!l£'"b"'d"'t;,.,..,wg""'"W"iiUW __ , .,Slll_llim"'1' .. &:...,oagw-...­
berikut: 

SIMBOL SEBUTAN DEFINISI 

( l 
Terminator Simbol 1Ill d.igunakan untuk 

menggambarkan awal/mulai dan 
akhir suatu "•-~ alir 

I I 
Prooes Simbol ini digunakan untuk 

rnengg11mharkan prooes 
.,..laksanaan ~tan. 

0 
Pengambilan keputusan Simbol ini digunakan untuk 

mnggarnbarkan keputusan yang 
harus dibuat dalam proses 

- aan kemotan. 

D 
Dokumen Simbol 1Ill digunakan untuk 

menggambarkan scmua jenis 
dokumen sebagai bukti 
~laksanaan k<>""•tan. 

D 
Penggandaan dokumen Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan penggandaan 
dari semua jenis dokumen. 

V Arsipmanual Simbol in.i digunakan untuk 
menggambarkan semua jenis 
pengarsipan dokumen dalam 
bentuk kertaslmanual. 

0) 
File Simbol 1Ill digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis 
penyimpanan dalam bentuk 
data/file 

0 
Konektor 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan perpindahan 
aktivitas dalam halaman. 

0 
konektor Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan perpindahan 
aktivitas dalam halaman yang 
berbeda 

ll 
Garis alir Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan arah proses 
pe1aksanaan kegiatan. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal~8.M~ty2018 

"" BUPATI LEBONG, ~ ' 
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